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nama PEMOHON PUU sebagai PEMB_ERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 08 Mei 2020 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak bersama-
sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Jjuncto Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarki kedudukan UUD 1945
lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Dalam
hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan merugikan maka pengujiannya dilakukan oleh
MAHKAMAH KONSTITUSI dalam permohonan Pengujian Undang Undang (“PUU")
dengan demikian PEMOHON mengajukan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tanggal
diundangkan 16 Agustus 2017 sebagaimana norma berikut ini:

a Pasal 1 angka 28 berbunyi “Pasangan Calon Presiden dan Wakil presj:den‘y‘ahg‘
' selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta P milihan:

iusulkan oleh partai pc

Politik’

n diusuikan oleh Partai Politik atau Gabungan
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 255 (dua
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya” — —

d Pasal 225 ayat (1) berbunyi Partal Politik atau Gabungan Partai ’
mengumumkan bakal calon Preﬁfsfiden dan/atau bakal calon Wakil* Pr
sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD”

e Pasal 226 ayat (1) “Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik at
G,ap}gnggnw Earta;i_ Politik yang telah.ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemil »

f Pasal 230 ayat 2 berbunyi “KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi |
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau
pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima
sejak diterimanya surat pencalonan” B T e o

g Pasal 231: . :

(1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU'.memberika_n
kesempatan ‘Pimpinan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai-Politik
dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat
pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
230 ayat (2). L

- (2) Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal
~ Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama
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pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasH verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan
Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal
Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

h Pasal 234 Dalam hal salah satu calon dari bakal'Pas’angan Calon atau kedua
calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari
sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil
Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal
Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan
bakal Pasangan Calon penggantl

i Pasal 237 :

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak
penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari. sebelum
hari pemungutan suara, Partai Politk atau Gabungan Partai Polmk yang
salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan teta"* .

(3)

(1) tidak mengusulkan calon
iden dan Wakil Presiden

hari sejak Pasangan Calon berha
(3) Dalam hal Partai Politik atau W'abungan Partai Politik sampai
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan cal
pengganti, KPU menetapkan sangan Calon yang memperoleh su
terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presid
..dan Wakil Presnden pada putaran. kedua

ang, dan organisasi penyelenggara keglatan yang ditunjuk oleh peserta

pemllu Presiden dan Wakil Presiden -

(3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil PreS|den
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordmasn
dengan partai politik atau Gabungan Partal Politik pengusu'

I Pasal 427 ay (4) Dalam hal calon Presiden dan Wakll Presnden terplllh'
berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang d:usulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meralh suara
: terbanyak pertama dan kedU° . — ;

Terhadap‘-:Ko,nstitusi uubD 1945 perubahan berikut ini
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Pasal 1 ay 3; Pasal 4 ayat (1); Pasa_lv6 ay 1 dan ay 2; Pasal 22E ayat (1); Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 D ay 1; pasal 28 H; pasal 28l ay 4; pasal 28J ay 1 dan ayat (2);
Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (1); dan Pasal 33 ayat (4)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi” :

2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstit
Tahun 2011 tentang Pert
tentang Mahkamah Kons
mengadili pada tingkat -

untuk: (a) menguji unda

4. Bahwa pasai 29 ayat 1
tentang Kekuasaan Keha
berwenang mengadili pad
bersifat fnal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

k lan yang menygtgkan “Mahkamah Konstitusi
ngkat pertama dan terakhir yang putusuannya

Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Permohonan Pengujian
Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945 maka Mahkama
berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian unda
quo;

B. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dib;entuk sebagai lembaga pengawal konstitus
guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yan
uk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), mak:
titusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaa
rsebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya :
0 ‘sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenan
memberikan penafsiran “terhadap sebuah’ ketentuan pasal-pasal Undang-~
Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah

Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut
merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang
memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang
memiliki makna- ambigu, “tidak jelas;~dan/atau multi tafsir dapat- pula
dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi

3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
~ permohonan pengujian - Undang-Undang terhadap Undang-Undang: Dasar
1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif,
~yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara
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4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari
“constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah
Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi
manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.
Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan
permohonan uji materiil Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang KUHAP—— ‘

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa:
Pemohon adalah plhak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dlruglkan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;

c. badan hukum publik atau privat,

d. lembaga negara.

6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun

2011 tentang Perubahan. UU No. 24 Tahun 2003 tentang M ah

hak dan/atau kewenang , konsﬂtusnonai tersebut dtanggap telah
dtruglkan oleh berlakunya undang undang yang dlmohonkan o]

spesifik dan aktual, setldak—tldaknya bersifat potensial yang
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; —

d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak.
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang ya_rli"
; _‘_dlmohonkan pengupan dan

dang undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa
‘warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dlpandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without
participation” dan 4 sebaliknya “no participation without tax”. ‘Dltegaskan MK
“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional-untuk
mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

B LATAR BELAKANG KERUGIAN KONSTITUSI :

.,1 PEMOHON adalah warga negara asli (pnbuml) sejak 3 (tga) keturuan yangf*
. diketahuinya masih ada kuburan Ayah Kakeknya sebagai Suku Jawa Dan"
dalam kehldupuannya dlkenal sebagau tokoh masyarakat dan keglatannya”i
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. PEMOHON mengajukan PUL a-quo dengan jriﬁéksud untuk dapat menjadi

"‘:1‘:15§4‘5“‘ayat 3 dan 4 telah dilanggar pada Pemilu Presiden 2019-2024 lalu makafff

super natural sehingga memiliki daya intuisi yang tinggi untuk melihat untuk
menjadi Calon Presiden dan atau Wakil Presiden harus dibukan dari
pencalonan independen atau tidak dibatasi dari Partai Politik atau gabungan
partai politik sebagaimana yang berlangsung paska amandemen UUD 1945-—

. PEMOHON selain memiliki indera ke-6 dan praktek supernatural maka

merasa perlu untuk diberikan juga hak konstitusinya akibat norma UU yang
tidak memberikan ruang kepadanya menjadi Calon Presiden atau Wakil
Presiden sehingga mengajukan pendiriannya tersebut ke Mahkamah
Konstitusi dalam suatu PUU guna menyatakan tidak sah norma yang gelap
sehingga menjadi norma yang terang membuka jalan mencalonkan dirinya
sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden pada pemilihan berikutnya

. PEMOHON berpendapat&.,tidak baik bagi dirinya menjadi Calon Presiden atau

Wakil Presiden melalui partai atau gabungan partai karena berakibat Sumpah
Sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebatas dimulut karena hanya
akan sebagai Pekerja Partai dan tunduk kepada Ketua Partai dan atau
Anggota/ Kader/ Pengurus Partai sehingga akan menyulitkan dirinya dalam

mengamalkan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila

. PEMOHON mengakui_niat

Calon Presiden atau Wakil Presiden pada PEMILU berikutn
berdasarkan Surat Putusan. MK nomor 14/PUU-X1/2013 dal
PUTUSAN angka 2 berbunyi “Amar putusan dalam angka 1 te
berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemiliha
umum seterusnya” dengan demikian apa-apa yang telah menja
pertimbangan Mahkamah dan fakta persidangan MK yang relevan denga
permohonan a-quo akan menjadi bagian permohonan secara mutatis mutadi

ION ngan menggunakén undang-undang sebagaimana putusa
r 14/PUU-X1/2013 adalah untuk memberikan pemahaman yang sama
n YANG MULIA MAJELIS HAKIM MK sebagaimana Pasal 6 A UUD

tidak akan menjadi permasalahan juga dalam permohonan ini juga dilanggar ;
sepanjang argumen dapat mengalahkan niat jahat dari pembuat” Konstitusi
perubahan ke-3 pada ayat 2, 3 dan perubahan ke-4 ayat 4

. PEMOHON memiliki dan telah menggunakan hak demokrasinya dengan
‘memilih-Anggota DPR dan DPD pada setiap pemilihan umum-sebagaimana

Anggota yang dipilihnya itu dengan tujuan mewakili kedaulatannya sebagai
Rakyat vide UUD 1945 perubahan ke-3 pada pasal 1 ayat (2) Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar dengan demikian tidak pernah diberikan kedaulatan tersebut kepada
Anggota DPR dan DPD guna melakukan perubahan/ amandemen batang

; tubuh UUD 1945 Pasal BA ayat (2) berbunyi "Pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden diusulkan oleh partai politk atau gabungan partai’ politik
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peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” sehingga
dengan demikian konstitusi tersebut tidak memberikan manfaat kepada
PEMOHON dan telah membatasi batu uji kerugian konstitusi PEMOHON tidak
akan menggunakan Pasal 6A ay 2 UUD 1945

8. PEMOHON sejak terjadinya pembubaran Lembaga Tertinggi Negara in casu
MPR sejak tahun 2009 dan ditetapkan hanya sebagai LEMBAGA TINGGI
NEGARA maka kedaulatan sudah berada pada PEMOHON bukan pada
Anggota DPR dari Partai Politik dan bukan pula pada Anggota DPD sehingga
sepatutnya pada waktu MPR bermaksud meletakkan Pasal 6A ayat 2
sepatutnya mememinta terlebih dahulu persetujuan dari PEMOHON
mengenai Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan demikian harus
dinyatakan konstitusi tersebut telah bertenangan dengan Pembukaan UUD
1945 dan Pancasila

9. PEMOHON mengetahui pemilihan Walikota/ Bupati (kecuali ke-5 Walikota di
DKI Jakarta), Gubernur (Kecuali DIY) dan Anggota DPD tidak berasal dari
pencalonan partai politik dengan demikian dalam pemilihan pres:den,
berikutnya sudah dapat dxlaksanakan juga karena adalah suatu pemaksaan
hukum Jika untuk menj residen/ Wakil Presiden hanya b

ith persen suara'dl setiap provinsi yang
umlah provms: d| Indonesia

denga sedlkltnya dua p
tersebar di lebih dari seteng;
» Suara lebih dari 50%
» Memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi (17 provinsi)
» Di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%

selanjutnya dalam keadaan tldak sesuau dengan isi Konstitusi pasal 6A ay
dan 3 maka dilantik menjadi Pres:den dan Wakil Presiden” maka ternyata |
an Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin tidak memenuhi konsti
suara dibawah 20% pada Provinsi Nangro Aceh Darusal
matera Barat dan menang di 21 Proovinsi dari 33 Provins
Gorontalo Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimanta
a Behtung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timu
pung “Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah
Kepulauan Riau, Papua Barat, DKl Jakarta, Sumatera Utara; Maluku dan
Papua sehingga dengan demikian KONSTITUSI txdak dapat memberlkan
perlmdungan kepada PEMOHON :

11.PEMOHON telah membaca dan mendiskusikan mengenai Pasal 6A ayat 4

-~ “Dalam-hal-tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih,
dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Pre3|den dan Wakil
Presiden” yang dimaknai konstitusi null and void karena memberlkan
:-IegltlmaSI PEMILU hanya untuk 2 (dua) calon sehmgga konstutusn pasal 6A'-‘
ayat 3 tidak bermakna pada 2 (dua) calon terpmh - —
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12.PEMOHON berpendapat dengan isi dari MPR mayoritas partai politik maka
telah mengabaikan kepentingan PEMOHON vyang dilindungi oleh Konstitusi
sehingga melalui permohonan ini menyatakan norma Undang-Undang nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan perlindungan
secara seimbang antara Partai Politik dan Rakyat
13.Partai Politk atau Gabungan Partai Politik tidak pernah memberikan
kesempatan kepada PEMOHON untuk maju sebagai Calon Presiden atau
Calon Wakil Presiden sehingga dengan demikian jelas terjadi pelanggaran
konstitusi sehingga dengan demikian seandainya norma memuat calon
independen berdasar kepada Konstitusi selain pasal B6A ayat (2) maka
sepanjang tidak ada yang mengajukan PUU ke hadapan Mahkamah maka
norma tersebut akan tetap sah ‘

14.PEMOHON meneliti terhadap Surat Putusan Mahkamah nomor 50/PUU-
Xll/2014 terhadap norma pasal 159 UU 42 tahun 2008 maka sangat jelas
norma sudah mencerminkan kostitusi dan ternyata oleh Mahkamah
mempertimbangkan dari pandangan yang lain / konsitusi lain sehingga
dengan demikian guna memecahkan kebuntuan pencalonan hanya 2 (dua)
pasangan vang telah terbatas pada partai politik maka memberikan ruang
kepada rakyat adalah suatu terobosan konstitusi : ‘

15.PEMOHON tidak akan mengajukan batu uji“p:fjéjr:'_n'ijohonan terhada
ayat 2 sehingga dengan demikian tidak ada alasan dalam

menyatakan pengujian in

han cebong déﬁ}kampret yang mana menjadi
ga hal ini telah;;:merusak sosial sehingga tidak

ntuk keutuhan NKRI—

17.PEMOHON merasakan akibat sinergi antara PRESIDEN dengan DPR/MPR
telah merugikan masyarakat diluar trias politika karena segala sesuat dapat:
dilanggar sebagaimana penangan COVID-19, memasukkan TKA
situasi PSBB, omni ombus law, pembuatan UU, pembuatan - perpu’dan
seterusnya sehingga perlu dibe";i;‘ruang kepada Masyarakat untuk maju tanpa
melalui partai :

18. PEMOHON melihat untuk menjadi Menteri, Ahli, Komisaris/ Direksi BUMN

a han ntuk mayoritas kelompok dari Partai Politik sehingga denga
ikian Pemerintah telah dikuasai oleh Partai Politik dengan demikian per|
bosan dalam pencalonan dan PEMILU Presiden ”

PEMOHON ' memahami adanya perbedaan dasar PUU a-quo dengan .

beberapa PUU lain mengenai calon Pasangan Calon PresidendanWakil"

Presiden perseorangan atau independen di luar usulan partai ‘politik yang

pernah diajukan uji materi dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli- 2004, Putusan. Nomor
054/PUUIN/2004 tanggal-6: Oktober 2004, Putusan-Nomor 057/PUU-II/2004
‘tanggal-6 Oktober 2004 dan-Nomor 56/PUU-V1/2008 tanggal 17-Februari-2009--
yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam
pertimbangan putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (pada
pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil
Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai -
‘dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

- sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan"

- Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak
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termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak
konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak
konstitusional warga negara, in casu para Pemohon, untuk menjadi Calon
Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945
sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD
1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 _persyaratan mana merupakan
prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang
berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia perseorangan atau
calon independen di luar Pasangan Calon yang diusulkan Parpol atau
gabungan Parpol A

Dengan telah disebutkan PUU terdahulu tersebut yang berbeda UU/ Norma
yang dimohonkan dan kerugiannya maka sepatutnya kerugian konstitusi dan
alasan terjadinya kerugian dan dasar hukum kerugian menjadi. pendorong
permohonan a-quo yang tidak akan pernah mengajukan batu uji pasal 6A
ayat 2 UUD 1945 — B S

Berdasarkan ke-19 uraian

Men:.é/ ai kedudukan hu

apat membuktikan terlebih
dah ebagai pihak 1

iak dan/ atau kewenangan

1. cnsifuksi adanya igian terhadap hak dan/atau kewenangan

konstitusi sebagai dampak ari diberlakukannya norma yang dimohonkan

untuk diuji :

ll. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagair
diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkama
dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara
006/PUUII/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

IV. Pemenuhan hak konstitusi akan dapat diperoleh pada keadaan negara st
eh Presiden Ir H Joko Widodo dan Prof Dr HC KH Ma'ruf Amin da

' 1 demikian menjadi kewenangan Mahkamah guna menyatakan norm
at diterima walupun akan tidak bersesuaian lagi dengan konstitu:
_ sepanjang menurut pikiran Mahkamah untuk keutuhan NKRI, pelaksanaa
' Pancasila ‘dan pembukaan UUD 1945 yang tidak pernah dimodifikasi
(amandemen) oleh Partai Politik maupun oleh Majelis'PermusyaWa‘ran;Rakyat‘
(MPR). Dan dengan telah dirubahnya struktur / hirarki MPR menjadi sama
dengan Lembaga Tinggi Negara yang lain in casu MK maka sepatutnya apa-
apa'yang menjadi pendapat Mahkamah terhadap KONSTITUSI menjadi

‘mengikat KONSTITUSI tersebut dengan sendirinya

. ARGUMEN KERUGIAN KONSTITUSI

—Bahwa, terhadap permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 28 ; Pasal
- 221; Pasal 222; Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat 2; Pasal:234 ; I?as_;élg_zs‘e ay 1.
~dan ay 3; Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
_+ Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
~ Tambahan Lembaran: Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dimohonkan -
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karena untuk kepentingan keutuhan dan rasa nyaman warga negara jika antara
Eksekutif dan Parlemen bukan berasal dari partai sebagaimana sekarang maka
partai berkuasa dapat segala-galanya di Kepresidenan dan Parlemen
sebagaimana peristwa KPK yang tidak dapat masuk ke Kantor PDIP dan
seterusnya demikian juga masuknya TKA Cina dalam keadaan covid-19 atau
pembuatan perpu sampai kepada mengatur anggaran covid-19 tidak memerlukan
persetujuan parlemen maka hal ini benar-benar telah menantang PEMOHON
untuk memperbaki ketatanegaraan dengan cara menjadi Presiden atau Wakil
Presiden sehingga tidak lagi dengan orasi atau demonstrasi jalanan

Bahwa, be‘rdasar‘kan fakta sejarah kebangkitan Indonesia dimulai tahun

1928, 1945, 1966, 1998/9 maka masa tersebut adalah 17 tahun, 21 tahun, 32
tahun dan dihitung tahun 2020 adalah 21 tahun dengan demikian juga dilihat dari
rentang waktu maka sepatutnya ganti baju atau ganti menu harus terjadi dalam
pemilihan presiden dan wakil presiden secara konstitusi di era digital 4.0 (four
point O) agar pertumbuhan NKRI menuju kesempurnaanya

Bahwa, kekuatiran pembuat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
dalam pengambilan sumpah atau pelantikan untuk Presiden/Wakil Presiden
terpilih dan calon yang tldak diusulkan oleh partai polmk atau gabungan partal _-
' asal 428 dari

(2)

dang paripurna an Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal Dewan Perwak akyat tidak dapat bersidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpili
menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan ole
Mahkamah Agung. ~

(4) Pengucapan sumpah/janiji sebageumana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Kekuatlran tersebut telah menjadi norma karena Presiden Terpilih dan Wak' "
Pre . ~‘Terp|hh yang tidak disetujui oleh MPR, DPR maka tidak aka
kan persndangan karena suatu kenajisan hukum jika tidak dapat bersidan
nOrma karena keadaan darurat dan lain-lain paska pemilihan preside
'wa il presiden tidak: pernah akan terjadi karena dilakukan secara serentak. Dan
untuk norma pasal pasal 428 dari UU 7 tahun 2017 dapat terjadi maka“sudah
tepat PEMOHON mengajukan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden Terplhh
karena norma dibuat untuk keadaan nyata bukan keadaan imajinasi karena
telah menyimpang: dari Konstitusi pasal 3 ayat 2 yang menyatakan “Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat  melantik  Presiden dan/atau ~ Wakil
Presiden’ (perubahan ke-3 dan ke-4) :

Bahwa, mengenai dana kampanye vide pasal 325 ay (1) telah
membebaskan partai politik yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye
dengan demikian menjadi sia-sia pencalonan oleh partai karena tang
bertanggung jawab adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden sementara
dlketahm oleh. PEMOHON kekuatan dan kemenangan Calon adalah dalam'
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pendanaan kampanye dengan demiki‘a‘n:_secara kasat mata partai politik dapat
dinyatakan sebagai biaya —

——Bahwa, mengenai UNDANG-UNDANG A-QUO telah secara patut pula

diketahui oleh PEMOHON sebagaimana berikut ini-

Mencabut :

a.

b.
C.

Telah dilakukan uji materiil oleh MK sebagai berikut:

1

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK
No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018

* menyatakan Frasa ‘telah ditetapkan/ dalam Pasal 173 ayat - (1)
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak ;m{er_‘rjpu‘n_yai_

* menyatakan Pasal 173 yat (3) bertentéhga’n, dengan UUD NRI Tahun

No. 61/PUU-XV/2017 tan
bertentangan dengan UU
hukum mengikat.

berte an dengan UU

an dengan UUD

engikat.
bertentangan secara bersy dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah
Konstitusi - Putusan MK 30/PUU-XVI/2018 tanggal 2

menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf |
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkam
Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2
menyatakan -
frasa. “3 (tiga) atau 5 (lima) orang’ dalam Pasal 10 ayat (1) huru
gan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekua
» :
asal 10 ayat (1) huruf ¢ bertentangan dengan UUD NRI 194!
mempunyai kekuatan hukum mengikat :
Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b_bertentangan
- dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

* frasa "3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD

- NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang” f

e kata “hari” dalam Pasalg468 ayat (2) bertentangan denganfUUD NRI 1945 ’

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”

* Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU

Kabupaten/Kota” dan Lampiran | sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota
- KPU Kabupaten/Kota” ; ; ST
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Bahwa, penyelenggaraan ‘::;_7'_1_?e_milu Presiden dan Wakil presiden
dilaksanalkan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang
memperoleh dukungan kuat dari masyarakat bukan dari partai politik atau
gabungan partai politik saja sehingga rnampu menjalankan fungsi kekuasaan
pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden
dan Wakil presiden ‘dalam Undang-Undang a-quo belum menegaskan sistem
presidensiil yang kuat dan efektif agar tidak terjadi seorang Calon Presiden atau
Wakil Presiden dan atau partai politik/ gabungan partai politik yang kalah
menjadi Menteri atau masuk dalam jajaran Presiden dan atau Wakil Presiden
yang menang karena hal ini merupakan kenajisan politik di mata PEMOHON
karena Presiden dan Wakil presiden terpilih hanya perlu memperoleh legitimasi
yang kuat dari rakyat dan tidak ada kepentingan demokrasi dalam rangka
mewujudkan efektivitas pemerintahan (eksekutif)y juga diperlukan basis
dukungan dari DPR karena cukup jelas fungsi dan kewenangan masing-masing-

Bahwa, dukungan partai politik atau gabungan partai politik. menurut
PEMOHON tidak lagi sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan
kedaulatan rakyat, serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan
melalui sistem pemerintahan presidensiil yang menjadi lebih efektif dan lebih
stabil karena terjadi kerugian konstitusi, kerugian hukum dan kerug ateril/
imateril secara langsung akibat kolusi Lembaga Presiden dan Ler PR
sebagaimana terjadi beberapa kali di Mahkamah Konsitusi melakukan PU
oleh elemen masyarakat karena tidak terjadi pemenuhan persyaratan atau
seleksi awal yang tercermin dari masyarakat dengan menunjukkan
akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil
Presiden sehingga norma telah melanggar hak konstitusi PEMOHON

——Bahwa, perlunya seorang calon Preside{n: dan Wakil Presiden yang
berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat
dipertanggungjawabkan (tidak dibatasi calonnya / mencalonk
mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amana
dan UUD 1945 yang menjadi suﬁiber dari segala sumber hukum sehingga p
dikesampingkan norma a-quo yang diskriminatif dan bertentangan denga
hak-hak konstitusional sehingga PEMOHON dengan merangkai argume
permohonanya agar dapat diterima oleh Mahkamah dan stakeholder sehingg
berpendapat bahwa pasal-pasal/ norma tersebut bertentangan dengan UUI

1945 secara keseluruhan.

ahwa UUD Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-ha

~yang berkaitan dengan tata cara pemilihan Umum Presiden dan Wak
*Presiden. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam

~ sebuah undang-undang untuk menjamin” pelaksanaan Pemill” Presiden: dan”
Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, -
partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan

~ demokrasi dan dinamika' masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

~ bernegara, dengan demikian perubahan ke-3 Konstitusi yang dibuat atau

* disusun oleh-para-politikus yang berasal atau terikat-dengan partai politik-sudah--
melakukan pengkebirian hak warga negara dengan menyatakan calon presiden
dan wakil presiden diusulkan/ dicalonkan ari partai politik atau gabungan partai _
politik yang mana setelah adanya perubahan batang tubuh UUD 1945 dengan
membubarkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara maka kedaulatan telah
dikembalikan kepada Rakyat yang tidak menjadi bagian dari partai politik yang

- membuat perubahan konstitusi tersebut karena tidak pernah ada pernyataan

_ atau. komporomi “atau survey mengenai kebutuhan masyarakat’ yang
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berkeinginan mencalonkan dirinya “menjadn Presiden atau Wakik Presiden tidak
melalui  partai  sehingga PEMOHON mengajukann  PUU  dengan

membandingkan Konstitusi benkut ini

(1)

(2)

)

(4)

)

@®)

©)

‘kewarganegaraan la

. Presiden. (perubahan ke

Pasal 28 H ay 2

Pasal 1 ay 3; v bR
Negara Indonesia adalah negara hukum (perubahan ke-3)

Pasal 4 ayat (1) o v
Presiden Repubhk lndonesm memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang Undang Dasar. ;

Pasal 6 ay 1 dan ay 2

(1) Calon PreS|den dan calon Wakil Pressden harus seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan Iam karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajlban sebagan Presiden dan_ Wakll
Presiden (perubahan ke-3) -

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presuden dan Wakil Presnden d ur;leblh Lo

IanJut dengan und: undang.(perub

Pasal‘22E ayat (1);

Calon Presiden dan calon Wakil Pre3|de harus seorang warga negara
!ndonesna sejak hirannya dan i pernah  menerima
karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
ra rohani dan jasmani untuk

lianati negara :
. kewajiban sebagal Presiden dan Wakil

'elaksa'nakan tugas

Pasal 27 ayat (1);

Segala warga negara bergémaan kedudukannya di dalam hukum
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu den
tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D ay 1; '
t'ap orang | berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan

‘paStnan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
ukum‘ (perubahan ke-2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapal

:persamaan dan keadllan (perubahan ke 2)

Pasal 28l ay 2;

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat dlskrlmmatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat dlsknmmatlf itu. (perubahan ke-2)

Pasal 28D ayat (3); o,
~ Setiap warga negara berhak memperoieh kesempatan yang sama dalam;‘i_

pemerlntahan (perubahan ke- 2)
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(10) Pasal 28H ayat (2); .
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.(perubahan’ke-2)

Berdasarkan norma Pasal 1 angka 28 ; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ay 1, Pasal
226 ayat (1); Pasal 230 ayat 2; Pasal 231 ay 1, ay 2 dan ay 3; Pasal 234 ; Pasal 237
ay 1, ay 3; Pasal 238 ay 1, ay 3; Pasal 269 ay 1 dan ay 3, Pasal 427 ay (4) dari
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) yang diajukan dalam PUU a-quo maka senyatanya
bertentangan dengan Uhdang—[_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan merugikan pada usia PEMOHON telah mencapai ke-74 (tujuh puluh
empat) tahun - - :

Hak untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presideh_diusulkan oleh perseorangan

(independen) dari luar partai politik merupakah amanah Pembukaan UUD 1945
sebagaimana untuk pertama kali Ir. Soekarno — Drs.Moh.Hatta menjadi. Presiden
tidak melalui PEMILU demikian juga Presiden Soeharta menjadi Presiden tahun
1966 tidak melalui PEMILU maka menjadi pertimbangan kepada Mahk

mengenai Pemilihan Presiden dan atau Wakil P ]

Konstitusi untu hjadi n dan atau Wakil Preside
. perubahan - reformasi tahun 1998 (22
melakukan reformasi tanpa
mohonan ini diajukan tepat
isional  untuk PEMOHON
n Wakil Presiden oleh UUD

tersebut berada dalam konstruksi
fungsi rekruitmen politik untuk men

negara yang bukan kader partai) | énduduki jabatan politik, di anta
Presiden dan Wakil Presiden :

(1) Mengabulkan permohonan Pemohon . : —
(2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 28 dari- Undang-Undang
' Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi “Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan-Calon
adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah

» memenuhi persyaratan” bertentangan dengan UUD 1945— —

- (8) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 221 dari Undang-Undang Nomor
- nhomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia’ Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi “Calon Presiden dan
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(4)

()

(6)

. Ko

(8)

~ Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik ” bertentangan dengan UUD 1945
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Pasangan Calon diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
secara nasional pada Pemilu anggota DPR bertentangan dengan UUD 1945—
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau
bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD bertentangan dengan UUD 1945 —
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara:
Republik Indonesia Nomor 61 gan Calol
didaftarkan oleh Partai
ditetapkan oleh KPU seba
Menyatakan bahwa mate
Nomor nomor 7 tahun 2

lik Indonesia Tahu

nai KPU memberitahukan
4 dan kebenaran dokumen
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
U pimpinan Partai Politik yang bergabung dan
Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan
bertentangan dengan UUD 19
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Und
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lemba ge
Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Dalam hal persyarat
administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Pa
ngan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon unt
dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama
ak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari K

sud dalam Pasal 230 ayat (2) bertentangan dengan UU

I

Menyatakan bahwa materi “muatan Pasal 231 ayat (2) dari U'r’i‘da“njg-U'n“danQ .

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, ‘Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang-dimaknai “Pimpinan Partai Politik
- ataupara pimpinan Partai-Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan =
* Calon “menyerahkan “hasil - perbaikan -dan/atau- kelengkapan- persyaratan-

administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari
keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. — -
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (3) dari Undang-Undang .
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “KPU memberitahukan
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15) N

secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para
pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling
lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945——

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 234 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu calon dari
bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon
berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya
berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan
Calon pengganti bertentangan dengan UUD 1945—
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 1 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan
Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu |
Pasangan Calonnya berha t mengusulkan peng,

ngan tetap, dapat
satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap bertentangan
dengan UUD 1945

Menyatakan bahwa materi 237 ay 3 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik sampai berakhimya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tid_ék mengusulkan calon penggant
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutka
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU bertentangan de g
1945 ;
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 1 dari Undang-Und
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Neg

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 2 dari-Undang-Undang"
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partaj Politik

atau-Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)-tidak-mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai
Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran
kedua bertentangan dengan UUD 1945 ’ A T A" 1
Menyatakan bahwa materi muatan ayat 1 Pasal 269 dari Undang-Undang -
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

;‘ ‘Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Pelaksana Kampanye
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(17)

(18)

(20)

(21)

(22)

Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Pasangan Calon diusulkan ole
 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenui

" secara

Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau
Gabungan partai  Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi
penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden dan Wakil
Presiden bertentangan dengan UUD 1945——
Menyatakan bahwa materi muatan ayat 3 Pasal 269 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam membentuk tim
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan
Partai Politik pengusul bertentangan dengan UUD 1945—
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 427 ay (4) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia’ Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah
memenuhi persyaratan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 221 dari Undang-Undang Nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negar:
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai berbunyi “Calon Pr
Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai |
Gabungan Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 dari Undang-Undang No
nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Repu
Indonesia_Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repu

rsyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumla
PR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sa
nasional pada Pemilu anggota DPR tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat : :
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1225 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara -
~ Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Partai Politik atau

(23)

Gabungan Partai Politik dapat-mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau-
bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan
DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat - -
Menyatakan bahwa materi-muatan Pasal 226 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Bakal Pasangan Calon

didaftarkan oleh Partai Politik - atau Gabungan Partai” Politik yang telah
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ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat ———
(24) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 230 ayat 2 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai KPU memberitahukan
secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan

Pasangan Calon pada hari kelima sejak d/terimanya surat pencalonan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat —
(25) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 231 ayat (1) dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai “Dalam hal persyaratan
administratif bakal Pévsanga'n‘Cann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227
dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon
memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu palin
(tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikas|

Umum (Lembaran. Negara
mbahan Lembaran Negara

' dan/atau bakal Pasangan
- kelengkapan persyaratan
U paling lama pada hari
asil verifikasi sebagaimana
ukum mengikat

t (3) dari Un

keempat sejak diterimanya s
dimaksud pada ayat (1) tidak
(27) Menyatakan bahwa materi m

o}
epanjang dimaknai “KPU memberitahu
secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau p
pimpinan Partai Politik yang bergéi‘j@ung dan/atau bakal Pasangan Calon pal,
lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkap
' dministratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pa
unyai kekuatan hukum mengikat
materi muatan Pasal 234 dari Undang-Undang Nom
: 17 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republi
, esia’ Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu calon dari

: baka[ Pasangan Calon atau kedua ~calon dari bakal Pasangan. Calon

- berhalangan teraf sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon

. ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya

- berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan
Calon pengganti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

(29) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 1 dari Undang-Undang
: Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran “Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan
Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan’ suara;,

(28
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(30)

(31

~—

(33)

(34

ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau"Gabungan \

Partai Politik atau Gabungan Paﬁai . Politik yang salah satu Calon atau
Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah
satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat - —
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 237 ay 3 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik sampai berakhimya batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat — ~

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal Pasal 238 ay 1 dari Undang-Undang
Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang dimaknai Dalam hal salah satu
calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari
pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presi i ' '

an (Lembaran Neg

ambahan Lembaran Negara
naknai Dalam hal Partai Politik
batas waktu sebagaimana
ngganti, KPU menetapkan
urutan berikutnya sebagai
kil Presiden pada putaran

Republik Indonesia Tahun 201 __
Republik Indonesia Nomor 610 epanjang dimaknai Pelaksana Kampan
Pemilu Presiden dan Wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik at
Gabungan  partai  Politik  pengusul, orang-seorang, dan '
penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu Presiden
punyai kekuatan hukum mengikat

€g

Partai Politik pengusul tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat -;
Menyatakan bahwa materi muatan Pasal“427 ay (4) dari Undang-Undang -

Nomor nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

~ Republik-Indonesia’ Tahun 2017 Nomor-182, Tambahan Lembaran Negara

; “mem“p»q_nya'iv kekuatan hukum mengikat

Republik Indonesia Nomor 61 09) sepanjang dimaknai Dalam hal calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan'Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang Pasangan Calonnya meraih suara_terbanyak pertama dan kedua tidak -
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Demikian PERMOHONAN PENGUJI

DANG-UNDANG (PUU) diajukan untuk
mendapatkan keputusan dari YANG MULIA

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Hormat Kami
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